PERATURAN KEPALA DESA AIKMUAL
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AIKMUAL

KEPALA DESA AIKMUAL

Menimbang . a. bahwa hak untuk memperoleh informasi
merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan perlu didukung
dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

s bahwa pcngelolaan informasi publik desa harus
dilakukan sebagai wujud dari prinsip tranparansi,
paﬂ:lmpasn; dan akuntabilitas;
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); | l

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4, Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rl Tahun
2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 112 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
08 tentang Keterbukaan Informam Publik
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DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohoninformasi
publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPIDD) melalui
desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan
melalui media antara lain; menggunakan telepon, email dan website.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPIDD

menctapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat
Desa. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari
kerja Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 12.00 WITA

b) Jumat :08.00 s/d 11.00 WITA
Untuk Kepentingan yang Urgen darurat bisa dilayani diluar

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBI

Untuk memenuhi dan melayani permin
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¢) PPIDD memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada

pengguna informasi publik; dan
) PPIDD membukukan dan mencatat dalam register informasi dan

dokumentasi Layanan informasi melalui media baik online maupun
cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara
berkala dilayani melalui website resmi Pemerintah Desa dan media
cetak yang tersedia

IV.  JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi

publik di lakukan setelah pemohon informasi publik menmenuhi
persyaratan yang telah di tetapkan.

b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak
diterima pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada
di
bawah penguasanya atau tidak. PPIDD dapat memperpanjang waktu
paling lambat 7 hari kerja.

¢) Penyampaian/ pendistribusian/penyerahan informasi publik dilakukan
secara langsung kepada pemohon maupun melalui email, fax atau jasa
pos

d) Jika permohonan informasi diterima maka pa a
biaya apabila diperlukan untuk keperluan penga iaan atax

¢) Apabila permintaan informasi di tolak, maka dalar







